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5. PENUTUP 

 

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam suatu proses produksi. 

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan para pekerja, maka di berlakukan kebijakan Upah 

Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Indonesia dengan memperhatikan Kebutuhan Hidup 

Layak (KHL) di sekitar industri. Permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja 

dipengaruhi oleh tingkat upah. Daerah dengan basis industri memiliki tingkat upah 

minimum relatif lebih tinggi karena sebagian besar industri berada di sektor formal. 

Dalam jangka pendek, tingkat upah yang tinggi diantisipasi perusahaan dengan 

mengurangi produksinya. Turunnya jumlah produksi mengakibatkan berkurangnya 

tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan. Dalam jangka panjang, tingkat upah yang 

tinggi akan di respon dengan penyesuaian terhadap input yang digunakan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Upah 

Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan faktor lainnya seperti ukuran perusahaan besar 

dan sedang, interaksi upah minimum dengan perusahaan besar dan nilai output 

perusahaan terhadap jumlah tenaga kerja di tujuh daerah Provinsi Jawa Barat. Upah 

Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2015 tidak secara signifikan memengaruhi 

jumlah tenaga kerja di tujuh daerah Provinsi Jawa Barat. Hasil tersebut tidak sesuai 

dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan dampak upah minimum akan 

menurunkan lapangan pekerjaan. Hal ini diduga karena realisasi investasi di Provinsi 

Jawa Barat pada tahun 2015 berhasil menyerap tenaga kerja hingga 301474 pekerja di 

Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut berkontribusi 21% dari total penyerapan tenaga kerja 

di Indonesia. Ukuran perusahaan besar secara signifikan berpengaruh positif terhadap 

jumlah tenaga kerja di tujuh Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut menunjukan perusahaan 

besar menyerap jumlah tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan 

sedang.  

Interaksi upah minimum Kabupaten/Kota dengan perusahaan besar berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan di perusahaan 

besar. Meningkatnya upah minimum akan berdampak pada biaya produksi perusahaan, 

terutama sektor padat karya. Perusahan akan melakukan efisiensi berupa pengurangan 

jumlah tenaga kerja untuk menjaga produktivitas dan output perusahaan. 

 Nilai output perusahaan memiliki hubungan positif dan tidak secara signifikan 

memengaruhi jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan di tujuh daerah Provinsi Jawa 

Barat. Nilai output perusahaan akan mempengaruhi tingkat laba suatu perusahaan. 

Ketika nilai output perusahaan meningkat, maka produksi akan meningkat dan 

membutuhkan jumlah tenaga kerja sebagai faktor produksi lebih banyak. Akan tetapi, 
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tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila 

tingkat upah tinggi, perusahaan akan melakukan penyesuaian terhadap input yang 

digunakan. Dalam jangka panjang, perusahaan akan menggunakan teknologi padat 

modal untuk proses produksinya menggantikan tenaga kerja guna mempertahankan 

keuntungan yang maksimum. 

Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2015 memiliki hubungan negatif dan tidak 

secara signifikan memengaruhi nilai output perusahaan. Bagi perusahaan upah 

merupakan biaya penggunaan input faktor produksi dari suatu proses produksi. Besaran 

upah akan berpengaruh terhadap biaya produksi perusahaan. Interaksi upah minimum 

Kabupaten/Kota dengan perusahaan besar berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai output perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya subsitusi tenaga kerja 

yang dilakukan oleh perusahaan besar. Ketika tingkat upah tinggi, perusahaan akan 

melakukan efisiensi terhadap input yang digunakan. Tingginya upah tenaga kerja akan 

mendorong perusahaan untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja dan 

memungkinkan terjadinya subsitusi tenaga kerja dengan teknologi seperti mesin untuk 

menjaga produktivitas dan output yang maksimum. 

Pertumbuhan ekonomi daerah memiliki hubungan negatif dan tidak secara 

signifikan memengaruhi nilai output perusahaan. Hal ini diduga terjadi karena kebijakan 

penetapan besaran upah minimum dirasa kurang tepat. Upah minimum Kabupaten/Kota 

dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi secara makro. Pertumbuhan ekonomi tidak 

selalu diimbangi dengan pertumbuhan industri secara sektoral. Keadaan seperti industri 

sektor tertentu dan ekspor perusahan sedang turun, akan tetapi ekonomi daerah tumbuh 

dapat terjadi. Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah memiliki 

dampak terhadap perkembangan ekonomi di daerah tersebut. 

Produktivitas tenaga kerja secara signifikan memiliki hubungan positif dengan nilai 

output perusahaan. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk tenaga kerja merupakan 

bagian dari biaya produksi. Semakin tinggi produktivitasnya, semakin banyak barang 

dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dan semakin rendah per unit cost output.  

Penulis juga menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Adapun 

perbaikan yang dapat dilakukan di masa mendatang dapat mempertimbangkan 

diantaranya sebagai berikut. Penelitian ini hanya menggunakan data cross section tahun 

2015 di 7 daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Daerah tersebut meliputi 

Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota 

Bandung dan Kota Cimahi. Oleh sebab itu akan lebih baik jika dapat menambahkan 

jumlah daerah dan periode waktu agar hasil analisis dapat lebih tepat dan akurat. 
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